PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@Kklatenkab.go.id
KLATEN

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (5P)

SATUAN KERJA  PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BELANJA
MODAL PERALATAN DAN MESIN-PENGADAAN
PERALATAN JARINGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN

JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR DAN TANGGAL SP
027.1/ 647 /2019 Tanggal 5 September 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

Alamat

Nama
Jabatan
Alamat

RIZQAN IRYAWAN, AP. MSi

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019

J1. Pemuda No. 294 Klaten
selanjutnya disebut sebagai
Perjanjian;

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

SUWARDI SURYADI

Direktur

PT.Surya digital Makmur, Jl.Kebayoran Baru No.85 RT 008 RW 001Kel Kebayoran
Lama Utara Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

No.

Jenis Barang

QTY

Satuan
Ukuran

Harga satuan
(Rp.)

Ongkos
Kirim (Rp.)

Total (Rp.)

43222640-PKM-
004651474 ZoneFlex R610
[901-R610-WWOQO0]

Unit

18,395,000

0

55,185,000

43201602~-PKM-~
000680473 Wallmount
Rack &U 19" - Double Door
[WIR5508D]

10

Unit

3,715,000

37,150,000

43211501~-PKM-
004728182 Standing Close
Rack 42U [IR11542F]

Unit

15,500,000

2,500,000

18,000,000

43222500~PKM~
004725120 Routerboard
CRS328-24P-45+RM

12

Unit

8,355,000

100,260,000

43222609~-PKM-~
004648066 Cloud Core
Router [CCR1016~12S-18+]

w

Unit

13,547,000

40,641,000

43222609-PKM-
004674321 Routerboard
CCR1072~1G-88+

Unit

54,590,000

109,180,000

81112501-PKM-~
004742614  SMB-S1850-
28P-GL

12

Unit

3,500,000

42,000,000

43222644-PKM-~
004762447 LS MODULAR
PLUG RJ45 CAT.6 100PCS

Unit

1,400,000

7,000,000

43222640-PKM-
000481677 UBIQUITI
UNIFI AP, AC MESH PRO

10

Unit

3,535,000

35,350,000

Jumlah

444,766,000

TERBILANG : Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah
(Harga sudah termasuk pajak)




SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total
harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenubhi persyaratan Katalog Elekironik;

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual
selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

¢) menyediakan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
tanggal 4 November 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;

€) mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang/jasa dan menemukan bahwa:

e.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi;

e.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga jasa
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

e.3 Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN SURAT PESANAN
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan memiliki hak:

a) menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam
SP ini.

b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

¢) mendapatkan penggantian barang/jasa, dalam hal:

c.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi;

b.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga barang/jasa
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

c.3 barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang/jasa.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan memiliki
kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;

c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Penyediaan Barang/Jasa
Penyedia menyediakan barang/jasa dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 4 November 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang/Jasa
Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:
Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten JIn Pemuda 294 Klaten

4. Tanggal Barang/Jasa Diterima 29 Oktober 2019

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang/Jasa )

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan melalui PPHP
menerima jasa dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
b.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi; o
b.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga jasa diterima oleh

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau )

b.3 Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa




10.

11.

sebagaimana tercantum pada SP ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat menolak
penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat

memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian Surat pesanan mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa dengan memberikan
penggantian barang/jasa.

Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabilaada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah
yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan
ini diangga ptelah termasuk dalam harga SP.

Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mergen, konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat
tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix,
hot mix dan lain sebagainya.

Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihakdalam hal terjadiperubahan
jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian Surat pesanan atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan.

Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar /sesuai kescpakatan para pihak].

Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda .l}uktl
Perjanjian Surat pesanan dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan l]ukurp, dan
biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Surat pesanan sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak
cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi




a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian Surat pesanan, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Barang/Jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat
pesanan akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Surat pesanan akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan. Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan
dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran sebesar Rp. 444.766.000,~ (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus

Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; dan

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan apabila
belum 100% maka dibuatkan surat pernyataan sanggup menyelesaikan 100%.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah PPK menilai bahwa
dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1) Tidak menanggapi Surat pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja,
2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;, dan/atau
3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adikenakan sanksi
administratif berupa:
1) peringatan tertulis;
2) denda;dan
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKFPP tentang e~Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP
apabila:
a1)p kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP,
b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Surat pesanan,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya




16.

17.

18.

19.

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak melebihi tahun
anggaran;

¢) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan tidak melebihi tahun
anggaran, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyediatidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SP atau adendum SP;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiangagal mematuhi keputusan
akhir penyelesaian perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiantidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini
untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat
dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisinan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisinan akan diselesaikan
melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik
Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiantelah atau akan menerima komisi dalam bentuk
apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari
SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar
terhadap SP ini.




20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen PT SURYA DIGITAL MAKMUR
Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten

PT. SURYADIGITAL MAKMUR

A Lama - Jakaria Selatan
IF +6221.7267.341
4 «AWAN, AP. MSi SUWARDI SURYADI
[ Sefretaris Dinas Direktur




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

JI. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BELANJA
MODAL PERALATAN DAN MIESIN — PENGADAAN
SURAT PESANAN (SP, PERALATAN PERSONAL KOMPUTER KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

NOMOR DAN TANGGAL SP
027.1/ 646 /2019 Tanggal 5 September 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  HERI WISMO HANDONO

Jabatan :  Kasie Infraktutur Jaringan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019

Alamat :  JI. Pemuda No. 294 Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Daniel Eka Putra
Jabatan : Direktur
Alamat :  Sudirman Park Office ComplexA12 ~ A15,JL.KH Mas Mansyur Kav.35 Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

Satuan Harga satuan Ongkos Total (Rp.)

No. Jenis Barang QY | bisipiv (Rp.) Kirim (Rp.)

1 43212105~-PKM-
000477063

HP Color LaserJet Pro M154a
[T6B51A]

3 Unit 4.000.000 | 6.500.000 18.500.000

2 43212104-PKM-
000595271 2 Unit 26.387.000 | O 52.774.000
PIXMA PRO 500

3 43211902~-PKM-
004763521 27~inch Eye |2 Unit 4.070.000 | O 8.140.000
Care Monitor [VZ279HE]

4 4320180-PKM-004775513
Backup Plus Slim 2TB Black | 2 Unit 1.040.000 | O 2.080.000
[STHN2000400]

5 43211711-PKM-
004644703 Document | 2 Unit 6.647.960 | O 13.295.920
Scanner DR-F120

6 | 43201803-PKM-
004715954 My  Book
Desktop Storage 8TB
WDBBGBOO8OHBKSESN

2 Unit 4.187.700 | O 8.375.400

7 43211902-PKM-
000565846 49 inch LED |3 Unit 8.500.000 | O 25.500.000
[UA49]5250AKPXD]

Jumlah 128.665.320

TERBILANG : Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah
(Harga sudah termasuk pajak)




SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total
harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual
selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi
teknis dan persyaratan yang sama,

c) menyediakan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
tanggal 5 Oktober 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;

e) mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan
barang/jasa dan menemukan bahwa:

e.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi,

e.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga jasa diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

e.3 Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);

g memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN SURAT PESANAN
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan memiliki hak:

a) menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP
ini.

b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

c) mendapatkan penggantian barang/jasa, dalam hal:

c.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi;

b.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga barang/jasa
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

c.3 barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);

e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang/jasa.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan memiliki kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;

¢) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Penyediaan Barang/Jasa
Penyedia menyediakan barang/jasa dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 05 Oktober 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang/Jasa
Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:
Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten JIn Pemuda 294 Klaten

4. Tanggal Barang/Jasa Diterima 05 Oktober 2019
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang/Jasa

a. 'Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan melalui PPHP menerima
jasa dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.




10.

11.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian menemukan bahwa:
b.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
b.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga jasa diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
b.3 Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa
sebagaimana tercantum pada SP ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat menolak
penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat
mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat memerintahkan

Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Surat pesanan mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa dengan memberikan
penggantian barang/jasa.

Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabilaada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini
diangga ptelah termasuk dalam harga SP. :

Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (mergen), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat
tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix,
hot mix dan lain sebagainya.

Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihakdalam hal terjadiperubahan jadwal
pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Surat pesanan atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan.

Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa  Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dikenakan ganti rugi
atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian Surat pesanan dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,




kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang,
hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima

Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan akan menyampaikan

pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama
Masa Layanan Purnajual.

. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian Surat pesanan, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Barang/Jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu

yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan
akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan. Biaya tersebut dapat dipotong
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dari nilai tagihan
Penyedia.

13. Pembayaran

a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan;

2) pembayaran sebesar Rp. 128.665.320 (Seratus Dua Puluh Delapan Juia Enam Ratus Enam
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) ; dan

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

. pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan apabila

belum 100% maka dibuatkan surat pernyataan sanggup menyelesaikan 100%.

. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan melakukan proses

pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah PPK menilai bahwa
dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1) Tidak menanggapi Surat pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;

2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adikenakan sanksi

administratif berupa:

1) peringatan tertulis;

2) denda;dan

3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan mengenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.




15. Penghentian dan Pemutusan SP

a.

b.

Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP
apabila:

a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP,

b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Surat pesanan,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak melebihi tahun
anggaran,

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan tidak melebihi tahun
anggaran, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyediatidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SP atau adendum SP;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiangagal mematuhi keputusan
akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiantidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari

Tram talah D, 3 3 3 i
kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis

kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu)
dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari
keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.




18.

19.

20.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui

arbitrase.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjiantelah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO
Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten

Heri Wismo Handono,SE.MM

Kasei Infraktutur Jaringan Geneyal Manager




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

J1. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BELANJA
MODAL PERALATAN DAN MESIN — PENGADAAN
SURAT PESANAN (SF) PERSONAL KOMPUTER PC KEGIATAN PENGADAAN
PERALATAN GEDUNG KANTOR

NOMOR DAN TANGGAL SP
027.1/ 645 /2019 Tanggal 5 September 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI WISMO HANDONO (/T 17

Jabatan . Kasie Infraktutur Jaringan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019

Alamat : JI. Pemuda No. 294 Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama :  Daniel Eka Putra
Jabatan :  General Manager
Alamat :  Sudirman Park Office ComplexA12 ~ A15JL.KH Mas Mansyur Kav.35 Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang
T Harga Ongkos Total (Rp.)
No. Jenis Barang QTY Ukuzan satuan Kirim (Rp.)
(Rp.)
1 43211503~PKM-~004785664
AFPLE
MacBookAir13i58GB128GB - Unit 20.100.000 | 2.500.000 82.900.000

[MVFH2ID/A] Space Grey

2 43211521-PKM-004735242
Asus AIO V241FFK-WAT741T i7~ | 6 Unit 16.000.000 | O 96.000.000
8565U 4GB 1TB Winl10

3 43211503-PKM-~004656804

APPLE MacBook Pro i5 8GB |2 Unit 35.000.000 | O 70.000.000
256GB [MRIQ2ID/A] Space Gre
Jumlah 248.900.000

TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
(Harga sudah termasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total
harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual
selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi
teknis dan persyaratan yang sama;




c) menyediakan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
tanggal 5 September 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan,

e) mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang/jasa dan menemukan bahwa:

e.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi,

e.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga jasa diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

e.3 Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);

2) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN SURAT PESANAN
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan memiliki hak:

a) menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam
SP ini.

b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

¢) mendapatkan penggantian barang/jasa, dalam hal:

c.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi;

b.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga barang/jasa
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

c.3 barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang/jasa.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan memiliki
kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;

c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada).

Waktu Penyediaan Barang/Jasa
Penyedia menyediakan barang/jasa dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 05 Oktober 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

Alamat Pengiriman Barang/Jasa

Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:

Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten JIn Pemuda 294 Klaten
Tanggal Barang/Jasa Diterima 05 Oktober 2019 v

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang/Jasa
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan melalui PPHP
menerima jasa dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian menemukan bahwa:
b.1 Barang/jasa rusak akibat cacat produksi,
b.2 Barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang hingga jasa diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
b.3 Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa
sebagaimana tercantum pada SP ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat menolak
penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat
mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
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Cc. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dapat memerintahkan

Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Surat pesanan mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa dengan memberikan
penggantian barang/jasa.

Harga

a. %ejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabilaada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah
yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini
diangga ptelah termasuk dalam harga SP.

Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (merzgen, konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat
tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix,
hot mix dan lain sebagainya.

Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihakdalam hal terjadiperubahan
jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian Surat pesanan atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan.

Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan dikenakan ganti rugi
atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian Surat pesanan dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek
dagangl, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh
Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan




Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian Surat pesanan, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Barang/Jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat
pesanan akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Surat pesanan akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan. Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan
dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran sebesar Rp. 248.900.000,~ (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan

Ratus Ribu Rupiah) ; dan

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan apabila
belum 100% maka dibuatkan surat pernyataan sanggup menyelesaikan 100%.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah PPK menilai bahwa
dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1) Tidak menanggapi Surat pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adikenakan sanksi
administratif berupa:
1) peringatan tertulis;
2) denda;dan
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sankst
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Surat pesanan mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP
apabila:
a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
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b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Surat pesanan,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak melebihi tahun
anggaran,

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan tidak melebihi tahun
anggaran, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyediatidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SP atau adendum SP;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiangagal mematuhi keputusan
akhir penyelesaian perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiantidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wakiu sebagaimana ditetapkan
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk

. .
setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat
dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui arbitrase.




19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjiantelah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya

pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen PT. ALPHA GRAHA COMPUTINDO
Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten

Heri Wismo Handono,SE.MM )
Kasei Infraktutur Jaringan Daniel\Eka Putra

General Manager




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

J1. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN |
TANDA BUKTI PERJANJIAN: BELANJA MODAL PERALATAN

SURAT PESANAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
5P) KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI
PKM-P1904-1527038 DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR DAN TANGGAL SP

027.1/PPKom/273 /2019 Tanggal 16 April 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQAN IRYAWAN, AP. MSi
Jabatan . Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019
Alamat : JI. Pemuda No. 294 Klaten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
Nama . Direktur PT Surya Digital Makmur
Alamat : alamat J1.Kebayoran BaruNo.85,Kebayoran Lama,Jakarta Selatan 12240
Yang dalam hal ini : SUWARDI SURYADI
diwakili oleh

selanjutnya disebut sebagai Penyedia,
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Satuan Harga Ongkos Total (Rp.)
No. Jenis Barang Kuantitas Uku satuan (Rp.) | Kirim
1an (Rp.)
1 81112501-PKM-004742614 1
H3C SMB-$1850-28P-GL 25 UNIT 3,500,000 0,00 87,500,000
( Switch hub)
Jumlah 87,500,000

TERBILANG : Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah
(Harga sudah termasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN:

1.

Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga
dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain
melalui e-Purchasingpada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama;

¢) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei
2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang
dan menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi:

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahar. Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.




) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan

(apabila ada);
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
¢) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahar. Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bulkti Perjanjian memiliki kewajiban:
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada).
Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada tanggal tanggal 8 Mei 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Pemuda No. 294 Klaten, Jawa Tengah
Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada tanggal tanggal 10 Mei 2019
Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan
melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian menemukan bahwa:
d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan
barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan
barang tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu seta melakukan pengujian terhadap barang yang
dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau
kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya 15 hari kerja.
Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang

dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap

telah termasuk dalam harga SP.

Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedic,

baik sebagai akibat peleburan (mergen, konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman baranz (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
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untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat
tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix,
hot mix dan lain sebagainya.

Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan
jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

Peristiwa Kompensasi

a. Perisiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi
pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas
pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

13.

14.

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan
Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukdti
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka wakiu
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim
yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
dari nilai tagihan Penyedia.

Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligus/, dan
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan
bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas
pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen
pembayaran lengkap dan sah.

Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari kerja;

2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi




administratif berupa:

1) peringatan tertulis;

2) denda; dan

3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elekironik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP

apabila:

a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak
dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SP atau adendum SP;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan
akhir penyelesaian perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu)

dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari

keterlambatan.
17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
giperki;akan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat

ipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk

berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
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berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO)

Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten PT. SURYA DIGITAL MAKMUR
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RIZQA AWAN, AP. MSi SUWARDI SURYADI
Sekretaris Dinas Kominfo Direkiur




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

J1. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

SURAT PERINTAH KERJA

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN: BELANJA MODAL PERALATAN

SURAT PERINTAH KERJA DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
(5PK) KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI
PKM-P1903-1458385 DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR DAN TANGGAL SPK

027.1/PPKom/167.1/2019 Tanggal 12 MARET 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQAN IRYAWAN, AP. MSi
Jabatan . Sekretaris Dinas Komunikasi ‘nformatika Kabupaten Klaten selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019

Alamat : JI. Pemuda No. 294 Klaten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama . Manager GES Telkom Solo

Alamat : JI. Mayor Kusnmanto No 1 Surakarta

Yang dalam hal ini : ACHMAD YUSUF

diwakili oleh

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

- Harga Ongkos Total (Rp.)
No. Jenis Barang Kuantitas | Ukur. satuan (Rp.) | Kirim
| ran (Rp.)
1 432225-PKM-~004717501
UBIQUITI UBIQUITI Unifi AP AC 50 f UNIT 3,450,000 0,00 172,500,000
PRO
2 432225-PKM-~000593981 ‘
AMP AMP Kabel UTP AMP CAT 6 10 {  UNIT 2,225,000 0,00 22,250,000
305 m/roll |
3 432225~-PKM-~-000593978 |
AMP AMP Konektor R] 45 AMP 6 | UNIT 1,650,000 0,00 9,900,000
Cat 6 Isi 100 i
Jumlah 204,650,000

TERBILANG : Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
(Harga sudah lermasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga
dan waktu yang tercantum di dalam SPK ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenubhi persyaratan Katalog Elektronik;

b) tidak menjual barang melalui e-Furchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain
melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta SPKesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

¢) mengirimkan barang sesuai SPKesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada tanggal 8
Apil 2019 sejak SPK ini diterima oleh Penycdia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang
dan menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi:




d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh ]
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan SPKesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SPK ini.
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan SPKesifikasi yang tercantum di dalam SPK ini.
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan SPKesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SPK ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SPK ini; dan
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada). :
Waktu Pengiriman Barang : '
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai SPKesifikasi dalam SPK ini selambai-
lambatnya pada tanggal 8 April 2019sejak SPK ini diterima oleh Penyedia.
Alamat Pengiriman Barang '
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Pemuda No. 294 Klaten, Jawa Tengah
Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada tanggal 10 April 2019
Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan
melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SPK ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda ‘Bukti
Perjanjian menemukan bahwa:
d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan SPKesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SPK ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan
barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan
barang tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang
dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau
kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya 15 hari kerja.

Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SPK ini.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang

dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini

dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (smergen, konsolidasi, atau pemisahan.
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b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman parang (distribusi barang) dari Penyedia kepada

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tide}k
standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix

dan lain sebagainya.
Perubahan SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal
pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau
permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian.
Peristiwa Kompensasi
a. Perisiwa Kompensasi  dapat  diberikan kepada penyedia dalam

hal  Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi

pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas

keterlambatan pembayaran sebesar [sesual kesepakatan para pihak].
Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,

gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas
pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI

lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan olek Penyedia.
Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk

menjamin bahwa selama penggunaan secara waj

ar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau

kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima

Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SPK ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan

Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu

yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka wakitu
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian secara langsung atau melalui rihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim
yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai

tagihan Penyedia.
Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati  dilakukan
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligusf, dan
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

oleh  Pejabat

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan

bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat‘Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas
pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen

pembayaran lengkap dan sah.
Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: .
1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari kerja;

2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-

Purchasing dan SPK ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau




3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta SPKesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimzna dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi
administratif berupa:

1) peringatan tertulis;

2) denda;dan

3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Cafalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SPK oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SPK

apabila:

a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SPK;

b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

2) Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SPK oleh Penyedia
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SPK atau adendum SPK;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tancla Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan
akhir penyelesaian perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tancla Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SPK atau Adendum SPK.

2) Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

SPK ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu)

dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SPK ini untuk setiap hari

keterlambatan.
17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
‘ciliperki;akan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat

ipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi. .

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SPK.
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dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.
Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO)

Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten PT. TELKOM INDONES

A——— C indonesia

aris Dinas Kominfo ACHMAD YUSUF
Manager GES Telkom Solo




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

J1. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. #53, 255?
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.ld
KLATEN

L S ——

SURAT PERINTAH KERJA

SATUAN K-RJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN: BELANJA MODAL PERALATAN

SURAT PERINTAH KERJA DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN PERSONAL
(SPK) KOMPUTER KEGIATAN PENGEMBANGAN JARIN GAN
PKM-P1902-1381716 KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI

INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN
NOMOR DAN TANGGAL SPK
027.1/PPKom/1674/84/2019 Tanggal 11 Februari 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . RIZQAN IRYAWAN, AP. MSi
Jabatan . Sekretaris Dinas Komunikasi [nformatika Kabupaten Klaten selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019

Alamat : JI. Pemuda No. 294 Klaten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,

Nama . Manager GES Telkom Solo

Alamat . JI. Kebon sirih No.12 Jakarta Pusat

Yang dalam hal ini : ACHMAD YUSUF

diwakili oleh

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Satuan Harga Ongkos Total (Rp.)
No. Jenis Barang Kuantitas Ukran satuan (Rp.) | Kirim
(Rp.)
1 291116-PKM-004709677 l
APC UPS apc easy 40 kva 15 1 UN'T | 322,000,000 0,00 322,000,000
menit |
Jumlah 322,000,000

TERBILANG : Tiga ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah
(Harga sudah lermasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga
dan waktu yang tercantum di dalam SPK ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasinglebih mahal dari harga barang yang dijual selain
melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta SPKesifikasi tekn.s
dan persyaratan yang sama,

¢) mengirimkan barang sesuai SPK Sefesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada tanggal
20 Maret 2019 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang
dan menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi:

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan SPKesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SPK ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);
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g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PER_]ANJI{\.N .
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak: _ .
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan SPKesifikasi yang tercantum di dalam SPK in1.
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
¢) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan SPKesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SFK ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2) Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bulkti Perjanjian memiliki kewajiban:
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SPK ini; dan
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada).
Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai SPKesifikasi dalam SPK ini selambat-
lambatnya pada tanggal tanggal 20 Maret 2019 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia.

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Pemuda No. 294 Klaten, Jawa Tengah

Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal tanggal 25 Maret 2019
Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima parang dan
melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SPK ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan SPKesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SPK ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan
barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan
barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang
dianggap Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau
kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya 15 hari kerja.

Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SPK ini.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang

dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini

dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia,

baik sebagai akibat peleburan (mergen, konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan




2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang be}‘sifat tidaq
standar misalnya untuk pekerjaan Kkonstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix

dan lain sebagainya.

Perubahan SPK
a.
b.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. o .
Perubahan SPK dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi pgrubagha_q jadwal
pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau
permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

Peristiwa Kompensasi dapat  diberikan kepada penyedia dalam hal  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi

pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas

keterlambatan pembayaran sebesar /[sesual kesepakatan para pihak].

11. Hak Atas Kekayaan Intelekiual

a.

b.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas
pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

b.

C.

€.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini perlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SPK ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan
Purnajual.

. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan Klaim
yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan  yang disepakati  dilakukan oleh  Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan;

2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligusf, dan
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan

bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas
pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen
pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari kerja;

2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SPK ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta SPKesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi

administratif berupa:

1) peringatan tertulis;




2) denda;dan

3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: ‘ _
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi o _ .
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-FPurchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK . o

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau ter_]ad!‘Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SPK oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SPK

apabila:

af kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SPK; .

b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

¢) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sechat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi- yang
berwenang.

2) Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SPK oleh Penyedia
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SPK atau adendum SPK;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan
akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SPK atau Adendum SPK.

2) Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari
kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

SPK ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu)

dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SPK ini untuk setiap hari

keterlambatan.
17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
g}perkiﬁakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat

penuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SPK.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya

sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan

dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi,
konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.




o

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil
Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima

keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pe
Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditan
pekerjaan.

20.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam
kekuatan hukum yang sama.

satuan kerja Pejabat Penandatangan/ Pengesahan
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
maupurn tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui

langgaran yang mendasar terhadap SP ini.

datangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan

2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki
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